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ABSTRAK

ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG
TURUT SERTA DALAM PERTAMBANGAN TANPA IZIN (Studi Putusan
Nomor 1861/Pid.Sus-Lh/2023/PN Lbp)

Oleh :
DHARMA ARDI WINATA KARO-KARO
NPM : 208400044
Bidang Hukum Kepidanaan

Pertambangan ilegal merugikan negara dan merusak lingkungan. Pasal 158 jo
Pasal 35 UU No. 3 Tahun 2020 mengatur bahwa pertambangan tanpa izin
merupakan tindak pidana, sementara Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menjerat
pihak yang turut serta dalam kejahatan ini. Namun, lemahnya pengawasan,
ketidaksesuaian regulasi, dan praktik korupsi masih menjadi tantangan dalam
penegakan hukum. Diperlukan kebijakan yang lebih tegas dan koordinasi yang
efektif untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan secara legal
dan berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari
norma-norma atau peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan
permasalahan yang dibahas. Sifat peelitian dalam skripsi penelitian ini adalah
deskriptif analitis berdasarkan studi putusan kasus. Hasil penelitian dari
Penelitian ini yaitu, Penambangan adalah eksploitasi sumber daya alam yang
harus dikelola bijak sesuai regulasi. UU Pertambangan mengatur tahapan dan
perizinan, sementara kasus Erwin Syahputra menegaskan bahwa pertambangan
tanpa izin adalah tindak pidana. Pemerintah menerbitkan izin seperti IPR dengan
mempertimbangkan lingkungan dan masyarakat. Majelis hakim menilai Erwin
Syahputra Rambe terbukti bersalah melakukan pertambangan tanpa izin sesuai
Pasal 158 jo Pasal 35 UU No. 3 Tahun 2020 dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Keterlibatan alat berat dan pihak lain menunjukkan ia tidak bertindak sendiri.
Penegakan hukum pertambangan masih menghadapi tantangan seperti regulasi
yang tidak sinkron, korupsi, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Kebijakan
harus berlandaskan kepentingan publik dan keberlanjutan, sementara hakim
wajib mempertimbangkan faktor hukum dan nilai keadilan dalam putusan.

Kata kunci : Pertambangan Ilegal, Penegakan Hukum, Regulasi
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ABSTRACT
ANALYSIS OF SENTENCING AGAINST PERPETRATORS OF CRIMINAL ACTS
WHO PARTICIPATE IN MINING WITHOUT PERMIT
(Decision Study Number 1861/Pid.Sus-Lh/2023/Pn Lbp)

By :
DHARMA ARDI WINATA KARO-KARO
STUDENT ID: 208400044
Field of Criminal Law

Illegal mining harms the state and damages the environment. Article 158 in
conjunction with Article 35 of Law No. 3 of 2020 regulates that mining without
permit is a criminal act, while Article 55 paragraph (1) point 1 of the Criminal Code
ensnares parties who participate in this crime. However, weak supervision, regulatory
mismatch, and corruption practices are still challenges in law enforcement. Strict
policies and effective coordination are needed to ensure the management of natural
resources runs legally and sustainably. The research method that was used in this
research was normative juridical, namely research that was conducted by studying
norms or laws and regulations related to the discussed problems. The nature of the
research in this research thesis was analytical descriptive based on a case decision
study. The research results of this research were that mining was the exploitation of
natural resources that had to be managed wisely according to regulations. Mining Law
regulated the stages and licensing, while the case of Erwin Syahputra emphasized that
mining without permit was a criminal act. The government issued permits such as IPR
by considering the environment and society. The panel of judges assessed that Erwin
Syahputra Rambe was proven guilty of carrying out mining without permit according
to Article 158 in conjunction with Article 35 of Law No. 3 of 2020 and Article 55
paragraph (1) point 1 of the Criminal Code. The involvement of heavy equipment and
other parties showed he did not act alone. Law enforcement in mining still faced
challenges such as unsynchronized regulations, corruption, and low public awareness.
Policies are based on public interest and sustainability, while judges are obliged to
consider legal factors and the value of justice in decisions.

Keywords : Illegal Mining, Law Enforcement, Regulation
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Mineral
tersebut antara lain emas, perak, tembaga, minyak, gas, batu bara, dan lain-lain.
Mineral dikuasai oleh negara. Hak pengelolaan negara meliputi kekuasaan untuk
mengatur, menguasai, dan mengawasi pengelolaan dan pengambilan bahan galian,
serta kewajiban memanfaatkan bahan galian sebesar- besarnya untuk kesejahteraan
rakyat.! Adapun dalam hal ini pertambangan adalah kegiatan menggali tanah (earth)
untuk mengambil sesuatu yang berupa hasil mineral (mineral, minyak bumi, gas

alam, batubara).’

Perusahaan mineral (pertambangan) milik negara dapat melaksanakan
pekerjaan tersebut sendiri atau, jika perlu, membuat kontrak dengan kontraktor
untuk melaksanakan pekerjaan yang tidak atau tidak dapat dilakukan oleh instansi
pemerintah itu sendiri. Apabila operasi penambangan dilakukan oleh kontraktor,
peran pemerintah adalah memberikan izin kepada kontraktor tersebut. Izin yang
dikeluarkan pemerintah berbentuk kontrak izin pertambangan, kontrak karya

pertambangan batubara, dan kontrak bagi hasil.>

Saat ini kegiatan usaha pertambangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Republik
Indonesia Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya

disebut

!'Salim HS, Hukum Pertambangan Di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal. 1
2 Gatot Supramono, Hukum Pertambangan Minneral Dan Batubara Di Indonesia, (Jakarta:
Rineka Cipta, 2012), hal .6

ipta
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Undang-Undang Pertambangan). UU Minerba memberikan pengertian pertambangan.
Dengan kata lain, pertambangan mencakup setiap atau seluruh tahapan kegiatan yang
berkaitan dengan eksplorasi, pengelolaan, dan pengembangan mineral dan batubara,
termasuk survei umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan,
pengolahan, dan lain-lain. Kegiatan pemurnian, pengangkutan, pemasaran dan

pascatambang.*

Undang-undang pertambangan mempunyai sanksi pidana. Sanksi pidana
pertambangan adalah sanksi yang dijatuhkan kepada orang perseorangan dan/atau
perusahaan yang melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang
pertambangan. Tugas hukum pidana adalah mengatur dan menata kehidupan
masyarakat agar tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Kehidupan manusia
penuh dengan beragam kepentingan dan kebutuhan. Antara kebutuhan yang satu
dengan kebutuhan lainnya, tidak hanya berbeda, bahkan terkadang saling

bertentangan.

Pada dasarnya kehidupan manusia tidak bisa lepas dari hukum. Sepanjang
sejarah peradaban manusia, hukum telah menyadari peran sentral hukum dalam
menciptakan suasana di mana masyarakat dapat merasa terlindungi, °> hidup
berdampingan secara damai, dan mempertahankan kehadirannya di dunia. Untuk
memenuhi kebutuhan dan kepentingan tersebut, manusia bertindak dan bertindak.
Untuk menjamin agar sikap dan perbuatan tidak merugikan kepentingan dan hak

orang lain, maka undang-undang memberlakukan pembatasan-pembatasan tertentu

4 Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan, Mineral dan
Batubara

5 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Surabaya: Banyumedia,
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berupa pembatasan-pembatasan sehingga masyarakat tidak leluasa bertindak dan

berbuat demi mencapai dan mewujudkan kepentingannya sendiri.

Ciri ini terdapat dalam semua bentuk hukum, termasuk hukum pidana. Fungsi
hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum dari
perbuatan-perbuatan yang bersifat ofensif dan rakus, untuk meletakkan dasar- dasar
legitimasi negara melalui fungsi negara untuk membela kepentingan- kepentingan
hukum yang dilindungi, dan untuk melindungi negara dalam kerangka hukum.
mengatur dan membatasi kekuasaan, melaksanakan misi negara dalam melindungi

kepentingan hukum yang dilindungi.

Dalam Undang-Undang Khusus (Lex Spesialis) dalam hal ini Undang- Undang
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara, sanksinya diatur dalam Bab XXIII, Pasal 158 hingga 165. Undang-
undang ini memuat sejumlah ketentuan pidana. Di dalamnya mengatur masalah
perizinan seperti [zin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR),

dan Izin Pertambangan Khusus (IUPK).

Kegiatan pertambangan di Indonesia dilakukan oleh perusahaan tambang yang
telah memliliki izin resmi. Akan tetapi tidak jarang juga ditemukan pelaku- pelaku
usaha yang melakukan kegiatan usaha dibidang tambang yang tidak memiliki izin
resmi seperti kasus yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam Putusan Nomor: 1861/Pid.Sus-
Lh/2023/PN. Lbp yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara terdakwa
Erwin Syahputra Rambe.

Terdakwa Arih Ersada Ginting dituntut bersalah dengan melakukan tindak

pidana melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal
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158 UU Pertambangan. Dan dituntut untuk dijatuhkan pidana penjara selama 1
(satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus
juta rupiah) dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak dibayar maka akan
diganti dengan pidana kurungan 1(bulan).

Bercermin pada penegakan hukum dalam putusan Nomor: 1861/Pid.Sus-
Lh/2023/PN. Lbp menunjukkan bahwa hakim menjatuhkan vonis yang lebih rendah
dari tuntutan Jaksa. Disini menarik dikaji apa saja yang menjadi pertimbangan
majelis hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap pelaku usaha yang melakukan
kegiatan usaha tanpa izin pertambangan tersebut. Selain daripada itu, kegiatan
penambangan tanpa izin tentunya memiliki implikasi dari aspek hukum, ekonomi,
dan sosial yang dapat mengakibatkan pencemaran ataupun pengrusakan lingkungan
hidup.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka dalam rangka
mengetahui penegakan hukum pidana pertambangan dalam menangani pelaku
usaha dalam kegiatan pertambangan tanpa izin. Maka penulis tertarik untuk
melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk Skripsi dengan judul :
ANALISI PUTUSAN TERHADAP PELAKU YANG TURUT SERTA DALAM
PENAMBANGAN TANPA IZIN (Analisi Putusan Nomor 1861/Pid.Sus-

Lh/2023/PN. Lbp)
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1.2 Rumusan Masalah
Permasalahan yang diajukan sesuai dengan latar belakang di atas dan sekaligus

untuk memberikan batasan penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Tentang Pertambangan Berdasarkan Peraturan
Perundang-Undangan Yang Berada Di Indonesia?

2. Bagaimana pertimbangan hukumnya pengadilan negri lubuk pakam dalam
menjatuhkan pidana berdasarkan putusan pengadilan negeri lubuk pakam

nomor 1861/PID.SUS-LH/2023/PN LBP?

1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan penelitian diatas, penelitian ini tentunya memiliki

tujuan. Adapun yang menjadi tujuan penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana Pengaturan Tentang Pertambangan
Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berada Di Indonesia.

2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukumnya pengadilan negri
lubuk pakam dalam menjatuhkan pidana berdasarkan putusan pengadilan
negeri lubuk pakam nomor 1861/Pid.Sus-Lh/2023/PN Lbp.

1.4 Manfaat Penelitian
Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua
pihak baik secara teoretis maupun secara praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan penelitian selanjutnya
mengenai klasifikasi perusahaan pertambangan tidak resmi (IUP). Penelitian ini
juga diharapkan dapat membuka wawasan dan paradigma berpikir dalam

menyelesaikan dan mendalami permasalahan hukum di bidang hukum
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pertambangan, mineral, dan batubara. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi
bahan perbandingan dan referensi bagi para peneliti tingkat lanjut sehingga dapat
memperkaya ilmu pengetahuan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan
kontribusi dalam penyempurnaan dan harmonisasi berbagai instrumen hukum
pengaturan pelaku, khususnya terkait dengan tindak pidana pertambangan,

pertambangan, dan pertambangan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi aparat penegak hukum, mulai
dari penyidik, jaksa penuntut umum, hingga hakim, pengacara/pengacara/penasehat
hukum, serta aparat penegak hukum lainnya dalam sistem peradilan pidana terpadu
(integrated pidana), sistem keadilan. Sistem peradilan dalam pemrosesan perkara
pidana. Yang dimaksud dengan pelaksanaan tindakan yang dapat dikenakan
terhadap pelaku tindak pidana pertambangan, mineral, dan batubara, khususnya
badan hukum, berdasarkan asas hukum pidana. Lebih lanjut, penelitian ini juga
akan menjadi referensi dalam menangani tindak pidana di sektor pertambangan,
mineral, dan batubara.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh penulis terhadap
hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan melalui penelusuran di media internet
yang berkaitan dengan judul peneliti. Diantara nya adalah:

l. Elianto S, Roy, mahasiswa fakultas hukum Universitas Medan Area
dengan nomor induk mahasiswa 09 840 0122, meneliti tentang aspek pidana dalam
pengolahan penambanagn (studi kasus) penelitian tersebut meneliti tentang:
1. Bagaimana aspek hukum pidana dalam pengelolaan pertambangan
dikaitkan dengan lingkungan hidup?
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2. Bagaimana sanksi pidana bagi pelaku pengelolaan pertambangan yang
mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup?
3. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap pengelolaan pertambangan
yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup?
2. Ivan Roberth Sitompul, mahasiswa fakultas hukum Universitas Medan
Area dengan nomor induk mahasiswa 19 180 3025, meneliti tentang tinjauan yuridis
pertanggungjawaban pidana pelaku penambangan pasir ilegal (studi kasus)
penelitian tersebut meneliti tentang:
1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai pertambangan pasir di Indonesia?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penambangan
pasir ilegal menurut perundang-undangan Indonesia?
3. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap
pelaku penambangan pasir yang dilakukan secara illegal dalam
Putusan nomor 424/Pid.B/LH/2020/PN Kis?
3. Jikri Sinurat, mahasiswa fakultas hukum Universitas Medan Area dengan
nomor induk mahasiswa 21 180 3031, meneliti tentang penegakan hukum terhadap
pelaku usaha yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin (studi kasus)
penelitian tersebut meneliti tentang:
1. Bagaimana urgensi pemidanaan terhadap pelaku usaha yang melakukan
usaha pertambangan tanpa izin di Indonesia?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan usaha
pertambangan tanpa izin dalam putusan Nomor:
517/Pid.B/2021/PN Lbp?
3. Bagaimana faktor penyebab terjadinya kasus pertambangan tanpa izin di

Kabupaten Deli Serdang?
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Berdasarkan ketiga judul penelitian yang telah disebutkan sebelumnya,
terdapat perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.
Penelitian ini berjudul “Analisis Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana yang
Turut Serta Melakukan Penambangan Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor
1861/Pid.Sus-Lh/2023/PN Lbp)”. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk
menganalisis klasifikasi pelaku tindak pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP), mengevaluasi apakah putusan hakim dalam perkara
Nomor 1861/Pid.Sus-LH/2023/PN Lbp telah mencerminkan asas keadilan,
kemanfaatan, dan kepastian hukum, serta menilai apakah sanksi pidana yang
dijatuhkan telah sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Perbedaan mendasar antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian
sebelumnya terletak pada judul, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Oleh
karena itu, penelitian ini memiliki karakteristik orisinalitas yang tinggi dan dapat
dikategorikan sebagai penelitian yang baru. Keaslian penelitian ini dapat
dipertanggungjawabkan karena dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip
keilmuan, mengedepankan kejujuran akademik, bersifat rasional, objektif,

terbuka, serta dapat diuji secara ilmiah dan akademik.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Acceptec&8/5/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repositori.uma.ac.id)18/5/26



Dharma Ardi Winata Karo Karo - Analis Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana...

BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

2.1.1 Pengertian Penegakan Hukum

Penuntutan pidana merupakan upaya untuk mewujudkan gagasan keadilan,
kepastian hukum, dan kebaikan sosial. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah
proses mewujudkan gagasan menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah proses
upaya menegakkan norma-norma hukum dalam praktek atau menggunakannya
sebagai pedoman dalam hubungan hukum kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.
Penegakan hukum adalah mewujudkan gagasan dan konsep hukum yang diinginkan
masyarakat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan sebuah proses yang
melibatkan banyak hal. ¢

Menurut Soerjono Soekant, penegakan hukum adalah kegiatan yang

mempertemukan hubungan antara nilai dan sikap yang dituangkan dalam aturan
yang telah ditetapkan sebagai rangkaian transformasi nilai pada tahap akhir.
Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kehidupan sosial yang
damai. ’
Menurut Badra Nawawi Alief, penegakan hukum berarti memastikan bahwa
anggota masyarakat mengacu pada segala kegiatan untuk mengatur dan menjaga
keseimbangan antara hak dan kewajiban. Undang-undang dan Undang- Undang
yang Mewujudkan Pancasila dan UUD 1945 serta Penegakan Hukum adalah

kegiatan aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum, keadilan, dan

¢ Dellyana Shanty, Konsep Penegakan Hukum, (Yogyakarta, Liberty, 1998) hal.37
7 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta, Ul
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melindungi harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, dan kepastian
hukum, sesuai dengan UUD 1945. Demikian pula keseluruhan.

Barda Nawawi Arief, dalam bukunya yang berjudul **Antologi Kebijakan
Hukum Pidana," menulis bahwa kebijakan hukum pidana (criminal law policy),
baik dalam penegakan abstrak maupun konkrit, pada hakikatnya mencakup
keseluruhan sistem (penegakan) hukum suatu negara. kebijakan nasional dan
merupakan bagian dari upaya mendukung kebijakan pembangunan nasional.
Artinya, penegakan hukum yang abstrak (Hukum/Reformasi Hukum
(Legislasi/Reformasi Hukum)) dan penegakan hukum yang konkrit (Penegakan
Hukum) mendukung tercapainya tujuan, visi dan misi pembangunan nasional
(Bannas), artinya harus dibidik. Mendukung penerapan sistem hukum dalam negeri
(penegakan)

2.2 .1 Tujuan Hukum

Hukum merupakan bagian dari perangkat kerja sebagai sistem sosial untuk
mengintegrasikan kepentingan masyarakat sehingga tercipta suatu keadaan yang
tertib, dengan demikian hukum melakukan tugasnya dalam menentukan prosedur
yang harus dilaksanakan. Dalam hubungan antar masyarakat dengan
menunjukkan ketertiban yang telah ditetapkan oleh sistem sosial baik di bidang
ekonomi, perdagangan, lalu lintas yang sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Hukum dalam peranan di masyarakat mempunyai suatu tujuan. Mengenai tujuan
hukum itu sendiri tidak terlepas dari sifat hukum yang universal. Namun tetap
menyadari ciri khas dari masing-masing masyarakat atau bangsa. Sehingga tujuan

hukum itu sendiri memiliki karakteristik atau kekhususan karena pengaruh falsafah
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yang menjelma menjadi ideologi masyarakat atau bangsa dan negara yang sekaligus

berfungsi sebagai cita hukum.®

2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau strafbaar feit dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu
tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Seseorang
dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah
diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1)
KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan
aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan
dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum
larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang
siapa yang melanggar larangan tersebut.

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada
umumnya dapat dijabarkan unsur — unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur
subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur — unsur yang melekat
pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di
dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur obyektif adalah
unsur — unsur yang ada 3Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, PT Rineka
Cipta, Jakarta, hlm 59. 22 hubungannya dengan keadaan — keadaan, yaitu keadaan

yang dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.’

8 Sarwohadi, Rekonstruksi Pemikiran Hukum Di Era Demokrasi, Makalah, Pengadilan
Tinggi Bengkulu, hlm. 1
° Diakses melalui https://e-journal.uajy.ac.id/16530/3/HK114662.pdf pada tanggal 25
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2.2.2 Pengertian Tentang tindak Pidana Turut Serta

Apabila dalam suatu tindak pidana tersangkut beberapa orang, maka
pertanggungjawaban masing-masing orang yang melakukannya adalah tidak Sama,
tergantung pada hubungan peserta tsb terhadap perbuatan yang ilakukannya dalam
suatu tindak pidana tersebut. deelneming terbagi menjadi 2 bagian, yaitu :
1. Deelneming yang berdiri sendiri (Zelfstandige deelneming). Artinya orang yang
turut melakukan tindak pidana pidana tsb diminta pertanggungjawabannya secara
sendiri.
2. Deelneming yang tidak berdiri sendiri (On Zelfstanddige deelneming). Artinya
pertangungjawaban orang yang turut melakukan tindak pidana pidana tsb
digantungkan kepada orang lain yang turut melakukannya juga. Orang-orang yang
melakukannya dapat dibagi atas 4 macam, yaitu :

1. Orang yang melakukan (Pleger). Mereka yang termasuk golongan ini adalah
pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatannya sendiri, baik dengan
memakai alat maupun tidak memakai alat. Dengan kata lain, pleger adalah
mereka yang memenuhi seluruh unsur yang ada dalam suatu perumusan
karakteristik delik pidana dalam setiap pasal.

2. Orang yang menyuruh untuk melakukan (Doen Pleger). Untuk dapat
dikategorikan sebagai doen pleger sedikitnya harus ada dua orang, yaitu ada
yang menyuruh (Doen Pleger) dan yang disuruh (Pleger). Sebab Doen
Pleger adalah seseorang yang ingin melakukan tindak pidana, tetapi dia
tidak melakukannya sendiri melainkan menggunakan atau menyuruh orang

lain, dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau
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menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan. '° Dalam posisi
yang demikian, Orang yang disuruh melakukan itu harus pula hanya sekedar
menjadi alat (instrumen) belaka, dan perbutan itu sepenuhnya dikendalikan
oleh orang yang menyuruh melakukan. Sesungguhnya yang benar-benar
melakukan tindak pidana langsung adalah orang yang disuruh melakukan,
tetapi yang bertanggung jawab adalah orang lain, yaitu orang yang
menyuruh melakukan. Hal ini disebabkan orang yang disuruh melakukan
secara hukum tidak bisa dipersalahkan atau tidak dapat
dipertanggungjawabkan. Orang yang disuruh mempunyai "dasar-dasar yang
menghilangkan sifat pidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, 49, 50
dan 51 KUH Pidana.

3. Orang yang turut melakukan (Medepleger). Turut melakukan berarti
bersama-sama melakukan suatu tindak pidana. Sedikitnya harus ada 2
orang, ialah yang melakukan (Pleger) dan orang yang turut melakukan
(Medepleger) tindak pidana tsb. Kedua orang ini kesemuanya melakukan
perbuatan pelaksanaan suatu tindak pidana tsb. Ada 2 syarat bagi adanya
turut melakukan tindak pidana : a. Kerjasama yang disadari antara para
pelaku atau dalam kata lain suatu kehendak bersama antara mereka. b.
Mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu (kerjasama secara
fisik).

4. Orang yang membujuk untuk melakukan (Uitlokker). Secara sederhana
pengertian uitlokker adalah setiap orang yang menggerakkan atau

membujuk orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana.'! Istilah

19 Diakses melalui https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/1212/6/098400091 _file6
pada tanggal 25 maret 2025 pukul 11.00 WIB
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"menggerakkan" atau "membujuk" ruang lingkup pengertiannya sudah
dibatasi oleh Pasal 55 ayat (1) bagian 1 KUH Pidana yaitu dengan cara
memberikan atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau
martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, memberi
kesempatan, sarana dan keterangan. Berbeda dengan "orang yang disuruh
melakukan", "orang yang dibujuk tetap" dapat dihukum, karena dia masih
tetap mempunyai kesempatan untuk menghindari perbuatan yang
dibujukkan kepadanya. Tanggung jawab orang yang membujuk (uitlokker)
hanya terbatas pada tindakan dan akibat-akibat dari perbuatan yang
dibujuknya, selebih tanggung jawab yang dibujuk sendiri.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Pertambangan

2.3.1 Pengertian Pertambangan

Penambangan adalah kegiatan menggali ke dalam tanah (bumi) dan
mengambil sesuatu yang berupa hasil tambang.'> Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2020, pertambangan adalah segala kegiatan yang berkaitan
dengan eksplorasi, pengelolaan, dan pengembangan mineral atau batubara,
termasuk eksplorasi umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, dan
penambangan, atau seluruh tahapan suatu kegiatan. pengolahan dan pemurnian,

pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Definisi ini bersifat luas karena mencakup berbagai kegiatan penambangan,
yang dapat dilakukan sebelum, selama proses penambangan, dan setelah proses

penambangan. Pentingnya pertambangan mineral dan pertambangan batubara

2Gatot Supramono, Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia, (Jakarta:

UNIVERSITAS MEBER AREA"! 2 - 6
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sangat berbeda. Penambangan mineral adalah ekstraksi kumpulan mineral dalam
bentuk bijih atau batuan, tidak termasuk energi panas bumi, minyak dan gas, dan air
tanah. Penambangan batu bara, di sisi lain, mengacu pada ekstraksi simpanan
karbon yang ada di bumi, seperti padatan, aspal, gambut, dan batuan aspal.
2.3.2 Jenis jenis pertambangan

Tambang yang ada di Indonesia terbagi menjadi beberapa jenis. Penambangan
dapat dibedakan berdasarkan sistem penambangan, izin, dan jenis bahan baku.
Berdasarkan sistem penambangan yang digunakan, penambangan dibagi menjadi
dua:
1. Penambangan terbuka (open pit mining) adalah suatu cara penambangan
yang seluruh kegiatan penambangannya dilakukan di permukaan. Penambangan
terbuka dilakukan melalui beberapa tahap awal, yaitu: pembersihan lokasi proyek
penambangan (land clearing), pemindahan lapisan penutup (overburden), dan

penggalian atau penimbunan bahan galian (trenching).'?

2. Penambangan bawah tanah adalah proses memperoleh suatu jenis produk
mineral dengan membuat sumur atau terowongan pada formasi batuan, karena

lokasi tambang jauh dari kondisi geologi permukaan bahan galian.'*

3. Mineral Golongan C terdiri atas: pasir , tanah reklamasi dan kerikil '

sedangkan dalam jenis harta pertambangan ditentukan berdasarkan Pasal 2 ayat (1)

Peraturan

13Muhammad Dahlan Balfas, Geologi untuk Pertambangan Umum (Y ogyakarta: Graha Ilmu,
2011), hlm. 173

14Tbid

1> Muclisin ~ Riadi, Pengertian, Jenis, Asas dan Tahapan Pertambangan,
https://www.kajianpustaka.com/2018/12/pengertian-jenis-asas-dan-tahapan-  pertambangan.html?m=1
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Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pertambangan dan
Pertambangan Berbasis; pada. Kegiatan Usaha Pertambangan batubara, mineral dan
batubara diklasifikasikan menjadi lima kelompok:

1. Mineral radioaktif meliputi uranium, thorium, dan mineral radioaktif lainnya.

2. Mineral logam antara lain aluminium, antimon, arsen, basnasit, bauksit, berilium,
bijih besi, bismut, kadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hatnium,
indium, iridium, kromium, kobalt, kromat, litium, logam tanah jarang,
magnesium, mangan, molibdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi,
paladium, perak, platinum, rhodium, rutenium, selenium, seng, cenochime,
cinnabar, strium, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium , vanadium,
tungsten, zirkonium.

3. Mineral bukan logam antara lain asbes, barit, belerang, bentonit, brom, dolomit,
feldspar, fluorit, fluorit, fosfat, halit, gipsum, grafit, halit, ilmenit, kalsit, kaolin,
Mengandung kriolit, kapur sirih, dan kuarsit, magnesit, mika, oker, perlit,
pirofilit, rijang, rutil, bedak, tawas, oolastrone, jarosite, yodium, zeolit, zirkon.

4. Batuan antara lain batu akik, andesit, basal, batu apung, batu gamping, batu galian
besar, batu kali, rijang, diorit, gabbro, garnet, giok, granit, granodiorit, jasper,
kalsedon, terkikis Termasuk kayu, kerikil pasir alam (satu), dan gali kerikil.
Bukit, kerikil sungai, kerikil sungai yang diayak tanpa pasir, chrysoprase, kuarsa,
leucite, marmer, obsidian, onyx, opal, pasir laut, pasir pengisi, pasir pasang surut,
perlit, peridotit, batu apung, bumi, tanah diatom, tanah liat, tanah merah, tanah
yang lebih penuh, tanah pengisi, toseki, rakit, rangka, serpih dan pasir. Dari segi
pertambangan, tidak mengandung unsur mineral logam atau nonlogam dalam
jumlah besar. dan

5. Batubara meliputi batuan aspal, batubara, aspal padat, dan gambut.
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2.4 Tinjauan Umum Tentang Perizinan

2.4.1 Bentuk-bentuk ijin pertambangan

Kegiatan penambangan memerlukan izin hukum. Izin pertambangan adalah
perjanjian yang memperbolehkan orang perseorangan atau badan hukum pemegang
izin pertambangan untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan. Bentuk izin
pertambangan tergantung pada jenis mineral yang ditambang. Sejak disahkannya
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara, telah terjadi beberapa perubahan terkait kegiatan pertambangan di
Indonesia. Salah satunya terkait izin pertambangan. Ada beberapa izin
pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara. Itu adalah: Bisnis pertambangan. Izin Usaha Pertambangan
(IUP) dapat diberikan kepada perkumpulan ekonomi, koperasi atau badan usaha
perseorangan (Pasal 38). Izin Usaha Pertambangan (IUP) diterbitkan hanya untuk
satu jenis mineral atau batubara. Oleh karena itu, pemegang izin pertambangan
(IUP) yang ingin menemukan dan mengolah mineral baru harus mengajukan izin
pertambangan (IUP) baru. Berdasarkan UU Minerva, Izin Usaha Pertambangan
(IUP) diterbitkan oleh Menteri, namun huruf (a, b, ¢) Pasal 2 ayat (3) Keputusan
Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Penerbitan Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubara Izin Usaha Sektor memberikan izin transaksi
pertambangan (IUP) terkait penanaman modal dalam negeri bahan baku mineral
bukan logam. Jenis mineral nonlogam dan bahan baku batuan tertentu diserahkan

kepada pemerintah daerah. Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor
UNIVERSITAS MEDAN AREA
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3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Izin Usaha Pertambangan (IUP)
dibagi menjadi dua kategori:

a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan eksplorasi umum, eksplorasi, dan studi
kelayakan. Jangka waktu pemberian IUP eksplorasi berbeda-beda tergantung
jenis mineralnya: 8 tahun untuk pertambangan mineral logam, 3 tahun untuk
pertambangan mineral bukan logam, dan 7 tahun untuk pertambangan jenis
mineral tertentu. Mineral non-logam: 3 tahun untuk penambangan batu. atau 7
tahun bagi pertambangan batubara (Pasal 42). dan dapat diperpanjang untuk satu
tahun setiap kali memenuhi ketentuan yang berlaku (Pasal 42A).

b. IUP untuk kegiatan usaha manufaktur mencakup kegiatan konstruksi,
penambangan, pengolahan, dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
Jangka waktu pemberian IUD pada sarana produksi diatur menurut jenis
mineralnya (Pasal 47) dan dapat diperpanjang dua kali dengan rata-rata 5 sampai
10 tahun sesuai ketentuan yang  berlaku. Ruang lingkup Izin Usaha
Pertambangan (WIUP) diatur menurut golongan bahan galiannya.Dengan kata

lain:

1. Ruang lingkup izin pertambangan mineral radioaktif (WIUP) ditetapkan oleh

pemerintah dan kewenangannya.

2. Pemegang mineral logam untuk eksplorasi diberikan izin usaha pertambangan
(WIUP) dengan luas paling banyak 100.000 hektar (Pasal 52). Wilayah yang
mempunyai Izin Usaha Pertambangan Bijih Logam (WIUP) dialokasikan

melalui lelang dengan memperhatikan luas wilayah penambangan bijih logam,
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kemampuan manajemen atau manajerial, kemampuan teknis dan pengelolaan
lingkungan, serta kemampuan finansial.
3. Pemegang IUP eksplorasi mineral bukan logam berhak atas wilayah izin usaha
pertambangan (WIUP) dengan luas paling banyak 25.000 hektar (Pasal 55 Ayat
1). Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral bukan logam diberikan dengan
mengajukan permohonan luas kepada Menteri.
4. Pemegang IUP eksplorasi batuan berhak atas wilayah izin pertambangan
(WIUP) sampai dengan 5.000 hektar (Pasal 58(1).Wilayah yang mempunyai Izin
Pertambangan Batuan (WIUP) diberikan dengan mengajukan permohonan suatu

wilayah kepada Menteri.

5. Pemegang IUP eksplorasi batubara berhak atas wilayah izin pertambangan
(WIUP) dengan luas paling banyak 50.000 hektar (Pasal 61(1)). Wilayah yang
mempunyai [zin Usaha Pertambangan Batubara (WIUP) dialokasikan melalui

lelang. '

2.4.2 Pengertian Perizinan

Sebagai negara yang berdasarkan hukum, Indonesia menganut sistem
pemerintahan dimana setiap instansi diatur berdasarkan undang-undang dan salah
satu instansi pemerintah mengeluarkan izin. Pada dasarnya, persetujuan adalah
keputusan oleh otoritas yang berwenang/otoritas administratif nasional. Ada juga

definisi izin yang sempit dan luas.'’

1Dwi Haryadi, Op. Cit. hlm. 36

UNIVERSITAS MEDAN A}fﬁgipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, Yuridika, Surabaya, 1993, him. 2
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1. Izin dalam arti luas, yaitu segala sesuatu yang mempunyai akibat yang
kurang lebih sama, yaitu izin dalam bentuk tertentu untuk melakukan sesuatu yang
seharusnya dilarang. dan

2. Pemberian kuasa dalam arti sempit, yaitu suatu perbuatan yang dilarang
kecuali diberi wewenang, dengan tujuan untuk menetapkan secara hati-hati batasan-
batasan tertentu terhadap syarat-syarat yang terdapat dalam pemberian kuasa
Menurut Bela Lumbhawani Sushanti, pemberian kuasa tersebut merupakan suatu
ketentuan hukum. yang berlaku pada peristiwa tertentu menurut prosedur dan
persyaratan tertentu. '* Dari definisi tersebut jelas bahwa lisensi mempunyai

beberapa unsur:

1. Instrumen yuridis

Dalam negara hukum modern, tugas kekuasaan negara tidak hanya menjaga
ketertiban dan keamanan, tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum. Tugas
dan kewenangan negara dalam menjaga ketertiban dan keamanan masih menjadi
tantangan saat ini. Untuk menjalankan fungsinya, pemerintah diberikan
kewenangan di bidang pengaturan. Fungsi pengaturan menghasilkan beberapa
instrumen hukum, atau bentuk peraturan, untuk menangani peristiwa- peristiwa

yang bersifat individual dan spesifik.

Menurut sifatnya yang individual dan khusus, undang-undang ini merupakan
puncak perangkat hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan atau norma akhir
dari serangkaian norma hukum. Salah satu bentuk penetapan tersebut adalah izin.
Ketentuan konstitutif adalah ketentuan yang menimbulkan hak-hak baru yang

sebelumnya tidak menjadi milik orang yang disebutkan dalam Surat Keputusan,

18 Vera Rimbawani Sushanty, Hukum Perizinan, UBHARA Press, Surabaya, 2020, him. 24-
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atau yang memberi kuasa terhadap sesuatu yang sebelumnya tidak diberikan. Secara
umum sistem perizinan terdiri dari larangan dan perizinan yang menjadi dasar
pengecualian dan peraturan perizinan. Komponen utama dari sistem otorisasi
adalah:

a. Larangan,
b. Persetujuan yang merupakan dasar pengecualian,
c. Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin.

2. Peraturan perundang-undangan

Salah satu asas negara hukum adalah pemerintahan didasarkan pada
peraturan hukum. Dengan kata lain, setiap tindakan hukum yang dilakukan
pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun pelayanan, harus
didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

3. Pembuatan dan penerbitan ketetapan ijin

Penerbitan dan penerbitan izin sebagai perbuatan hukum merupakan
perbuatan pemerintah dan oleh karena itu memerlukan kewenangan yang diberikan
oleh ketentuan undang-undang.'® Apabila tidak ada dasar hukumnya maka gugatan
tersebut tidak sah. Oleh karena itu, dalam mengeluarkan dan memberikan izin, harus
bertumpu pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan
yang berlaku, karena tanpa dasar pemberian izin maka keputusan pemberian izin
tidak sah. Kewenangan suatu negara untuk mengeluarkan izin secara tegas timbul
dari peraturan perundang-undangan yang mendasari izin tersebut.Namun menurut
Marcus Lukman, pada hakekatnya kewenangan pemerintah di bidang perizinan

adalah kewenangan diskresi, yaitu mengenai pemberian izin, misalnya mengenai
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syarat-syarat pemberian izin kepada pemohon dan cara pemberiannya.Kondisi ini
harus diperhitungkan.

4. Organ pemerintah

Merupakan lembaga yang melaksanakan tugas administratif baik di tingkat
pusat maupun daerah. Karena banyaknya lembaga yang berwenang mengeluarkan
izin, tujuan suatu kegiatan yang memerlukan izin tertentu dapat terganggu atau
tujuan yang dimaksudkan mungkin tidak tercapai.

5. Peristiwa konkret

Artinya intervensi pemerintah berupa peraturan perizinan terhadap kegiatan
yang memerlukan izin dapat menimbulkan kebosanan. Keputusan pemerintah
seringkali membutuhkan waktu, misalnya mengeluarkan izin yang bisa memakan
waktu berminggu-minggu, namun dunia usaha perlu bertindak cepat. Deregulasi
biasanya terjadi pada sistem perizinan yang berarti menghilangkan berbagai
peraturan hukum yang dianggap berlebihan, karena pengaturan hukum yang
berlebihan pada umumnya mengacu pada intervensi pemerintah atau pemerintah.

Oleh karena itu, deregulasi pada dasarnya berarti mengurangi intervensi
pemerintah atau negara terhadap suatu permasalahan sosial tertentu. Yang dimaksud
dengan peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, dengan orang tertentu, di lokasi
tertentu, dan berdasarkan fakta hukum tertentu. Karena peristiwa-peristiwa spesifik
ini berbeda-beda menurut perkembangan sosial yang berbeda, terdapat juga banyak
variasi mengenai perizinan. Berbagai jenis persetujuan diberikan melalui proses dan
prosedur tergantung pada kewenangan pemberi persetujuan.

5. Prosedur dan persyaratan

Prosedur dan persyaratan perizinan berbeda-beda menurut jenis izin dan
otoritas pemberi lisensi. Menurut Soehino, syarat persetujuan bersifat konstitutif
dan bersyarat. Hal ini bersifat konstitutif, artinya izin tersebut memuat tindakan
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tertentu dan pelanggaran dapat dikenakan sanksi. Di sisi lain, sifatnya yang
kondisional berarti bahwa penilaian hanya dapat dilihat dan dievaluasi setelah
tindakan atau perilaku yang diperlukan telah terjadi. Pemerintah secara sepihak
menetapkan prosedur dan persyaratan perizinan. Namun, pemerintah tidak dapat
menentukan prosedur dan persyaratan ini sesuka hati; pemerintah harus konsisten
dengan undang-undang dan peraturan yang menetapkan persyaratan perizinan.

7. Wewenang

Setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh suatu pemerintah, terutama di
negara yang diatur berdasarkan hukum, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan
atau resmi, harus didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh undang-undang
dan peraturan yang berlaku. Tanpa kewenangan yang jelas, pengadilan tidak dapat
mengambil keputusan secara spesifik.

8. Sebagai bentuk ketetapan

Dalam negara hukum modern, tugas dan kekuasaan pemerintah tidak hanya
memelihara ketertiban dan keamanan (rust en orde), tetapi juga mengusahakan
kesejahteraan umum (bestuurszorg). Misi dan kewenangan negara untuk menjaga
ketertiban dan keamanan merupakan tugas klasik yang masih ada hingga saat ini.
Sebagai bagian dari tugas tersebut, Negara diberi kewenangan di bidang pengaturan,
yang pada gilirannya menjadikan ketentuan-ketentuan tersebut sebagai inti

instrumen hukum penyelenggaraan nasional dalam setiap kasus.?°
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A Khusus dan waktu

penelitian dilkaukan pada 20 Februari 2025.

No | Kegiatan Bulan Keterangan
Mei September Februari April -
Agustus
2024 2024 2025
2025
1231412341 [2]|3|4|1]2]3 |4
1 Pengajuan Terlaksana
Judul
2 Seminar Terlaksana
Proposal
3 Penelitian Terlaksana
4 Seminar Terlaksana
Hasil
5 Meja Hijau Terlaksana
3.1.2 Tempat Penelitian
Penelitian ini akan dilaksakan di Pengadilan Lubuk Pakam JI. Sudirman
No.58, Petapahan, Kec. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara
20517
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3.2 Metode Penelitian
3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini menganut metode penelitian normatif
empiris, disebut juga penelitian hukumnormatif terapan (penelitian hukum terapan).
Kajian ini merupakan kajian terhadap segala peristiwa hukum yang terjadi dalam
masyaraka tuntuk melaksanakan atau melaksanakan hukum positif
(perundangundangan) dan mendokumentasikan apa yang sebenarnya dilakukan
(fakta). Penerapan Undang - Undang pada peristiwa hukum sesuai dengan
ketentuan Peraturan Undang — Undang. Data yang digunakan dalam penelitian
adalah data

primer dan sekunder yang terdiri dari:

A. Data primer adalah data yang diperoleh dari data lapangan yang
dikumpulkan dari responden, narasumber, dan informan. Peneliti
melakukan pengumpulan data lapangan melalui wawancara.

B. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei terhadap
teks yaitu. buku, jurnal, laporan seminar, esai, kamus hukum, ensiklopedia
hukum, dan dokumen hukum lainnya yang diperoleh melalui. Pemeriksaan
terhadap dokumen, meliputi dokumen hukum, undangundang, perkara

hukum, perjanjian/kontrak, dan dokumen lainnya.
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Penelitian ini adalah deskriftif analisis yaitu memberikan gambaran atau
pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yangm
dilakukan apa adanya tanpa melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian.
penelitian ini untuk mengetahui secara pasti kedudukan hukum. yang berkaitan
dengan penulisan skripsi.

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dimulai dari beberapa karya ilmiah kemudian
memperoleh data terkait pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang turut
serta dalam penambangan tanpa izin. Hal ini juga berlaku ketika penulis
menyimpulkan penelitian terkait dengan data dan bahan yang diperlukan untuk
meneliti penelitian ini, setidaknya dengan mendekati kategori/karakteristik sebuah
karya ilmiah. Orang yang baik. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua

metode yaitu:

a) Penelitian kepustakaan (library research),  yaitu  dengan
melakukanpenelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku-buku
ilmiah hukum, jurnal hukum, laporan ilmiah, peraturan hukum dan
dokumen hukum lainnya.

b) Penelitian lapangan, atau penelitian langsung pada Studi Putusan

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

3.2.3 Analisis Data
Penelitian ini menganalisis secara kualitatif data yang dilakukan, dengan
fokus pada pemahaman permasalahan dalam kehidupan sosial berdasarkan situasi
nyata yang kompleks dan rinci. Data kualitatif yang dikumpulkan secara sistematis
dianalisis untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan pokok dan dibahas secara
kualitatif dalam penulisan makalah ini untuk mendapatkan jawaban yang jelas dan
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hasil yang akurat. Sedangkan data dikelompokkan dalam bentuk teori sesuai
pembahasan pada subbab dan dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan
gambaran yang jelas mengenai pokok permasalahan. Selain itu, data yang
terkumpul dievaluasi secara deskriptif oleh penulis agar dapat memperoleh
gambaran menyeluruh tentang fakta-fakta dalam keadaan hukum subjek dan objek.
kemudian menyelesaikannya dengan menggunakan induksi untuk memperoleh

kesimpulan sebagai jawaban dari soal yang dirumuskan.
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BABV
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan penjelasan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini,

maka sampailah kepada kesimpulan:

1. Penambangan adalah aktivitas eksploitasi sumber daya alam yang tidak
terbarukan, sehingga harus dikelola secara bijaksana sesuai regulasi. Undang-
Undang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur seluruh tahapan
pertambangan, termasuk izin yang harus dimiliki pelaku usaha. Kasus Erwin
Syahputra menunjukkan bahwa pertambangan tanpa izin merupakan tindak
pidana yang dapat dikenakan sanksi sesuai hukum. Pemerintah memberikan
izin pertambangan, seperti IPR, dengan mempertimbangkan aspek lingkungan
dan kepentingan masyarakat setempat.

2. Majelis hakim menilai bahwa terdakwa Erwin Syahputra Rambe terbukti secara
sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pertambangan tanpa izin
berdasarkan Pasal 158 jo Pasal 35 UU No. 3 Tahun 2020 serta Pasal 55 ayat (1)
ke-1 KUHP. Kegiatan pertambangan ilegal yang melibatkan alat berat dan pihak
lain menunjukkan bahwa terdakwa tidak bertindak sendiri, melainkan turut serta
dalam praktik tersebut. Implementasi hukum pertambangan di Indonesia masih
menghadapi tantangan, seperti ketidaksesuaian regulasi, korupsi, dan rendahnya
kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan pertambangan harus berbasis
kepentingan publik dan prinsip keberlanjutan. Dalam menjatuhkan putusan,

hakim harus mempertimbangkan faktor yang memberatkan dan meringankan
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serta menggali nilai keadilan yang hidup di masyarakat, sebagaimana diatur dalam

Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2) UU.

5.2 Saran

1. Pemerintah perlu memperketat pengawasan terhadap aktivitas pertambangan
dengan meningkatkan patroli di wilayah rawan tambang ilegal serta
memperkuat koordinasi antara aparat penegak hukum, dinas lingkungan
hidup, dan masyarakat setempat. Selain itu, diperlukan sosialisasi intensif
kepada pelaku usaha tambang mengenai prosedur perizinan, termasuk
mekanisme pengurusan IPR, serta sanksi yang akan dikenakan bagi pelaku
pertambangan tanpa izin. Regulasi juga harus diperbarui secara berkala untuk
memastikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, kelestarian
lingkungan, dan hak-hak masyarakat terdampak.

2. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam kasus pertambangan
ilegal, pemerintah harus memperkuat koordinasi antara aparat penegak hukum,
dinas terkait, dan masyarakat dalam pengawasan serta pelaporan aktivitas
tambang tanpa izin. Selain itu, diperlukan kebijakan yang lebih tegas dalam
pemberian sanksi agar memberikan efek jera bagi pelaku. Regulasi pertambangan
juga perlu diselaraskan di berbagai tingkatan pemerintahan untuk menghindari
ketidaksesuaian aturan yang dapat dimanfaatkan oleh oknum tertentu. Selain
aspek hukum, edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya
izin pertambangan serta dampak lingkungan dari tambang ilegal harus

ditingkatkan guna mendorong kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
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